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PERATDRAN DAERAH KABUPATEN MAROS
- NOMOR 4 TAHUN 2017 ' -

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PEREOTAAN .

.’ DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

pembangunan |
upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu
dilakukan peninjauan tarif Pgjak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan kondisi

‘ pmkononnan,

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2)
PemtumnDaemhKabupatenMamsNomorOl Tahun °
2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan, tarif pajak yang ada saat ini dipandang tidak
lagx seeum dengan perkembangan sehingga perlu

G bahwa berdasarkani . pertimbangan  sebagaimana

' dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka periu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pm-ubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun .
2013 tentang Pajak. BumidanBangunanPerdesaan

‘ dan Perkotaan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

: Indonesia Tahun 1945; -

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1959 Tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tk. I di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
-Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209); ’

4, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, -
Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor;:‘_‘
3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang -




10.

11.

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4740);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajk (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286});

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Rep_ubhk
Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang.Undang



13.

14.

15.

16.

17.

18.

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang

Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan {(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46,

ggxgam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4488);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun
2007 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

Menetapkan

dan
BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAROS NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI

DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasall

Ketentuan dalam Pasal 6 Vayat (1) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten

Maros Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan

an Perdesaan

dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2013 Nomor 01)
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :




Paaalﬁ‘

(1) Tanf pajak ditetapkan sebagai berikut :

b.

d.

0,0°%6 untuk Objek Pajak yang NJOP-n sampai den
Rp500.000.000,00 l()Jlnzna ratus juta rupiah). e e
0,125% untuk Objek Pajak yang NJOP-nya  diatas
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai  dengan
Rpl.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

020°% untuk Objek Pajak yang NJOP-nya di atas
Rpl.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan
RpS5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

030°% wuntuk Objek Pajak yang NJOP-nya di atas
Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

(2) Besarnya tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau
. berdasarkan perkembangan dengan mengacu kepada ketentuan

Peraturan Daérah ini mulai berlaku pada tanggal tanggal diundangkan.
Agar setlap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Maros.

Diundangkan di Maros
pada tanggal 25 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAROS,

BAHARUDDIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2017 NOMOR 4

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
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